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Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan

Perangkat Daerah
1 Kegiatan 90.740.000Rp               

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

RKA-SKPD
1 Kegiatan 12.000.000Rp               

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen

Perubahan RKA-SKPD
1 Kegiatan 12.000.000Rp               

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-

SKPD
1 Kegiatan 12.000.000Rp               

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan DPA-SKPD
1 Kegiatan 12.000.000Rp               

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Kegiatan 15.000.000Rp               

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1 Kegiatan 18.200.000Rp               

Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi

SKPD

1 Kegiatan 20.000.000Rp               

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan

BahanTanggapan Pemeriksaan

1 Kegiatan 5.000.000Rp                 

Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
1 Kegiatan 20.000.000Rp               

Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana

Disiplin Pegawai

1 Kegiatan 150.000.000Rp             

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Atribut Kelengkapannya

1 Kegiatan 325.000.000Rp             

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1 Kegiatan 80.000.000Rp               

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

1 Kegiatan 250.000.000Rp             

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
1 Kegiatan 150.000.000Rp             

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

1 Kegiatan 220.000.000Rp             

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD

1 Kegiatan 900.000.000Rp             

Kegiatan : 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor

1 Kegiatan 1.560.000.000Rp          

Persentase terwujudnya 

penata usaha keuangan 

dan pencapaian kinerja 

program yang mendukung 

yang mendukung 

kelancaran tugas dan fungsi 

SKPD

100% Kegiatan : 

Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah

Kegiatan : 

Administrasi  Umum 

Perangkat Daerah

Kegiatan : 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Meningkatnya Tata 

kelola 

pemerintahan yang 

Akuntabel

1 Reformasi Birokrasi 

Melalui 

Pemantapan 8 Area 

Perubahan

Capaian SAKIP 

(Sistem 

Akuntabilitas 

Kinerja Instansi 

Pemerintah) OPD

90, 00 (satuan 

Nilai)

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH PROVINSI

100%

100%Persentase Sarana 

Prasarana Perkantoran yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi 

administrasi perangkat 

daerah

Persentase terwujudnya 

peningkatan kapasitas 

sumberdaya Aparatur yang 

mendukung kelancaran 

tugas dan fungsi SKPD
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Kegiatan : 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Capaian kesesuaian dengan 

Parameter penilaian 

dokumen perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan 

perangkat daerah

100%Meningkatnya Tata 

kelola pemerintahan 

yang Akuntabel



NO
PRIORITAS 

PEMBANGUNAN

SASARAN RKPD SASARAN RENJA
INDIKATOR 

SASARAN

TARGET 

INDIKATOR 

SASARAN

PROGRAM INDIKATOR PROGRAM 

TARGET 

INDIKATOR 

(outcome)

KEGIATAN SUB KEGIATAN/ TOLOK UKUR
TARGET 

INDIKATOR

ANGGARAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Meningkatnya Tata 

kelola 

pemerintahan yang 

Akuntabel

1 Reformasi Birokrasi 

Melalui 

Pemantapan 8 Area 

Perubahan

Capaian SAKIP 

(Sistem 

Akuntabilitas 
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Pemerintah) OPD

90, 00 (satuan 

Nilai)

PROGRAM 
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Kegiatan : 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Capaian kesesuaian dengan 

Parameter penilaian 

dokumen perencanaan, 

evaluasi dan pelaporan 

perangkat daerah

100%Meningkatnya Tata 

kelola pemerintahan 

yang Akuntabel

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Pemerintah
1 Kegiatan 1.500.000.000Rp          

Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Badan 

Usaha/Swasta

1 Kegiatan 100.000.000Rp             

Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
1 Kegiatan 100.000.000Rp             

Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kebijakan 

Pemerintahan

1 Kegiatan 150.000.000Rp             

Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan 

Umum

2 Kegiatan 100.000.000Rp             

Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan Wilayah 3 Kegiatan 450.000.000Rp             

Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah 

dan DPRD

2 Kegiatan 250.000.000Rp             

Sub Kegiatan Pengembangan Otonomi dan 

Penataan Urusan

3 Kegiatan 250.000.000Rp             

Sub Kegiatan Evaluasi dan Penyelenggaraan 

Pemerintahan

4 Kegiatan 400.000.000Rp             

Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi,

Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial

1 Kegiatan 250.000.000Rp             

Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi,

Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan

1 Kegiatan 200.000.000Rp             

Sub Kegiatan : Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, 

Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan 

Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan
1 Kegiatan 200.000.000Rp             

Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Spiritual

1 Kegiatan 6.500.000.000Rp          

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual

1 Kegiatan 28.132.601.931Rp        

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi 

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi 

dan Tenaga Kerja

1 Kegiatan 200.000.000Rp             

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi 

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang 

Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata

1 Kegiatan 200.000.000Rp             

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi 

Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, 

Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan
1 Kegiatan 100.000.000Rp             

42.934.541.931Rp      

Ttd

JUMLAH

PROGRAM 

PEMERINTAHAN 

DAN OTONOMI 

DAERAH

PROGRAM 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

3 Peningkatan 

Kualitas Sumber 

Daya Manusia yang 

berdaya saing 

Melalui 

Pembangunan 

Akses & Mutu 

Pelayanan 

Kesehatan, 

Pendidikan dan Life 

Skill

Persentase 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat

Meningkatnya 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat

Meningkatnya 

Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat

100% Kegiatan Fasilitasi 

Pengembangan 

Kesejahteraan 

Rakyat Pelayanan 

Dasar

100%Cakupan Keselarasan 

Rumusan Kebijakan 

Kesehatan, Pendidikan dan 

Kesejahtaraan Keluarga

 Presentase realisasi 

kebijakan kerjasama 

pemerintahan

100% Kegiatan Fasilitasi 

Kerjasama Daerah

 Kegiatan 

Pelaksanaan Tugas 

Pemerintahan

100%Persentase realisasi 

kebijakan administrasi 

kewilayahan 

100% Kegiatan 

Pelaksanaan 

Otonomi Daerah

Persentase realisasi 

kebijakan administasi 

pemerintahan dan otonomi 

daerah

Cakupan Keselarasan 

Rumusan Kebijakan 

Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak, 

Koordinasi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, serta 

Perlindungan Masyarakat

Kegiatan Fasilitasi 

Pengembangan 

Kesejahteraan 

Rakyat Non 

Pelayanan Dasar

100%

Cakupan Keselarasan 

Rumusan Kebijakan Bidang 

Sosial dan Keagamaan

Kegiatan Fasilitasi 

Pembinaan Mental 

Spiritual

100%
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PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

KEPALA BIRO

2 Reformasi Birokrasi 

Melalui 

Pemantapan 8 Area 

Perubahan

Persentase 

Realisasi Kebijakan 

kerjasama 

Pemerintahan

Persentase Realisasi 

Kebijakan kerjasama 

Pemerintahan

 presentase 

realisasi 

kebijakan 

kerjasama 

pemerintahan

100%


